KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Perlu peraturan darurat lindungi data pribadi
Tanggal : Sabtu, 08 Juli 2023

Surat Kabar : Media Indonesia

Halaman 01

Perlu Peraturan Darurat

Lindungi Data Pribadi

Tingkat kepatuhan lembaga negara
terhadap standar keamanan data masih
belum tinggi, tetapi tidak ada sanksi tegas.

Sri Utami
W mediandonesin,com

EBQOCORAN data
vang lagh laglh werjacdi
akan menamhbah
ketidakpercayaan
publik terhadap pemerintah.
Perlu perataran darurat ka
rena meski T tentang Per-
lindungan Data Pribadi (POP)
sudah diundangkan pada
Oktober 2022, tetapl ada masa
transisi dua tahumn.
Kebocoran terkind rerjadi
pada 34 juta data paspor In-
donesin, Kabar itu pertama
kalidihagikan oleh praktisi ke-
amanan siber, Teguh Aprianto,
dalam unggahannya di Twit-
ter, Dia memaparkan, data
paspor yang diretas Biorka
pada Juld 2023 btu Al antaranya
nomor paspor, tanggal ber-
laku, nama lengkap, tanggal
lahir, dan jenis kelamin.
Anggora Komisi 1 DPR RI
Sukamita mengkhawatirkan
hal tersebut karena keamanan
data prihadi yang menjadi
tanggung jawab pemerintah
untuk menjaganya begitu mu-
dah bocor, "TPeraturan Menteri
Komunikasi dan Informa-
tika Nomor 5 Tahun 2020
rentang Penyelenggara Sistem
Elekironik Lingkup Privart
dan undang-undang yang
berhubungan dengan dunia
digital, yaitu UU ITE jarang

dipergunakan untuk menin-
dak tegas kasus-kasus yang
herhubungan dengan dunia
digital.,” ujarnya, kemarin.

Pemerintah, imbuh Sulam
ta, harus membuat peraturan
darurat sebelum berdakunya
U PLP Tujuannya selain un-
ik mencegah dan sebagal da
sar hikum penindakan kasus
kebocoran data, jugs mendo-
rong pengelola data menyiap-
kan sistem dan infrastrukiar,
“Ketika data bobol. pemilik
data paling dirugilan, sedang
kan pengelola membiarkan
kejadian berulang.”

Anggota Komisi T DPR Mu-
hammad Farhan mengatakan
11 POP helum hisa efektif
karena masih maza sosializasi
seria memberi waktu pemerin-
tah untuk membuat peraturan
pemerintah dan aturan juknis
dan juklak. Menurumya, thng
kat kepatuhan lembaga negara
rerhadap standar keamanaon
data masih belum tinggi, tetapi
fdak ada sanksi tegas.

Pakar I'TH arign Wihawa Sa-
ria menilad pemerintah belum
memiliki kewaspadaan yang
dnggl terhadap serangan sither
atau perang siber sehingga
langkah pengamanan don pen
cegahan ridak bisa memberi-
kan perlindungan maksimal,
“Sebetulnya ini sudah perang
siber, Serangan siber inl ma-
suk ranah pertshanan. Jadi,

Kasus Kebocoran
Data Paspor

» Data dibobol pada Juli 2023,

» Sabanyak 34 juta data paspor
dicuga dibecarkan dan diperjual-
balikan.

# Palaku diduga islsh perstas Bioka.

i Data informasi yang bocor ialah
namor paspod, langgal berkaku,
nama lengkap, tanggal lahir,
dan janis kalamin.

& Tardapat informasi mangeanai
kapasitas data compressed and
uncompressed sebasar 4GB,
Jumiah data sebesar 34.900.B67
dengan format CSWV.

lehih pada militer. Artinya,
bukan B5SSN, melainkan TNL
yang haruz menambah matra
lagl.” ujarnya,

Menurut dia, pemahaman
rerhadap serangan siber tidak
seEenting dengan ancAMAN pe-
rampasan pulan aran budaya
nleh negara lain. Situacsi ini
disebutnya sebagai mindser
tua sehingga lemah dalam
pencegahan,

Benahi pengelolaan

Pakar keamanan siber dan
forensik digital, Alfons Tanu
j&vA, mﬂngatakan data paspor
yang bocor itu mengandung
informasi yang hanya dimiliki
oleh Ditjen Imigrasi Kemente
rian Hukum dan HAM sepert
nomoer paspor dan nomor induk
keimigrasian ataunikim. Nikim
merupakan dentitas digital
yvang dipunakan untuk peng-
amanan paspoer elekronik.

Alfons mendorong Ditjen
Triigrasi membenahi penge-
Inlaan data. Di samping itu,

¢ Data tersabut dijual seharga
US810 ribu atau sekitar
Rp150 juta.

# Tamuan samantara ada parbeda-
an strukiur data antara data di
Fusat Data Masional dengan
yang baredar,
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investigasi pascakebocoran
34 juta paspor WHNI juga harus
dilakukan dengan meminta
bantuan Kementerian Koemu
nikazi dan Informatika atau-
pun Badan Siber dan Sandi
Megara [RSSN].

Sementara im, Juru Bicara
BSS5N Ariandi Putra menyam-
paikan, pihaknya telah me-
lakukan koordinasi dengan
pihak pihak verkait untuk
menelusuridugaan kebocoran
data tersebur, Dia mengimbau
seluruh penyelengpara sistem
clektronik, pengendali data
pribadi, dan 51thnk data pri-
badi meningkatkan keamanan
data dan sistem elektronik
vang dioperasilean.

Dirjen Imigrasi Kemenkum
dan HAM, Silmi Karim, menga
takan data yang mereka miliki
aman dan tidak ada keboooran
data. Nia meminta RSSN untuk
rmenyelidiki kepastian kebo
coran data tersebut. “Yang
saya bisa pastikan saat ini dara
binmetrik aman "™ {Tri/Rif/xX-1)

‘ KPK
mungkin
merasa kasus
Harun seperti
kerikil dalam

sepatu: kecil tapi

mengganggu.
Namun, publik

dan para aktivis

antikorupsi
melihat kasus

itu sebagai duri

dalam daging
yang tidak
kunjung bisa
dicabut.”
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“Kemungkinan ada
lerjadi kekosongan,
Permerintah hars
menyiapkan

lehih awal nuntuk
penjabatnyva
supavi pelayanan
masvarakat tidak
lergangen.”
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